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Pernyataan MOU yang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di 
Helsinki, Finlandia, point 1.1.5 menyebutkan bahwa Aceh memiliki hak untuk 
menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne .
Polemik terkait dengan bendera Aceh muncul setelah DPRA  mengesahkan 
penggunaan lambang bulan sabit dan bintang mirip dengan bendera GAM sebagai 
bendera daerah.  Bendera  dan Lambang Aceh bertujuan untuk mencerminkan 
keistimewaan dan kekhususan. Namun pada kenyataannya, permasalahan bendera 
dan lambang Aceh belum juga tuntas. Dalam polemik ini, dua pihak yang terlibat 
langsung adalah PA dan pemerintah Pusat. Keterlibatan PA dalam masalah ini 
menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk mengkaji apakah keinginan membentuk 
bendera dan lambang Aceh  didasarkan pada identitas Aceh  atau hanya kepen-tingan politik PA.  Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui  faktor apa saja yang 
melatarbelakangi keinginan PA untuk mengesahkan bendera dan  lambang Aceh 
serta  untuk mengetahui perjuangan bendera dan lambang Aceh didasarkan pada 
kepentingan PA atau kepentingan identitas Aceh.  Data yang diperlukan  dalam
penulisan  skripsi  ini  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  dan  lapangan. 
Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  membaca  buku  teks,  peraturan
perundang-undangan, dan  bahan  bacaan  lainnya yang berkaitan  dengan  penelitian
ini,  sedangkan  penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  cara  mewawancarai
informan  penelitian.  Hasil penelitian ini menerangkan  tentang  faktor yang 
menjadi keinginan PA untuk mengesahkan Qanun tentang bendera dan lambang 
ialah dikarenakan tuntutan MOU, keistimewaan, pemersatu, identitas rakyat Aceh 
dengan bendera dan lambang supaya terlihat keistimewaan Aceh dengan Provinsi 
lain,  walaupun saat ini bendera dan lambang Aceh masih ada hambatan dari 
Pemerintah pusat  untuk dikibarkan serta  perjuangan Bendera dan  Lambang 
mempunyai kepentingan sama besar  antara PA dan Identitas Aceh,  secara tidak 
langsung kepentingan PA akan memenuhi kepentingan Identitas Aceh, dimana 
kepentingan PA untuk mendapat kursi jabatan sedangkan kepentingan identitas 
Aceh masyarakat dapat disatukan dan damai. 
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